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A. LATAR HELAKANG 

BABI 

PENDAUULUAN 

Eksistensi huk':1m pada hakckatnya adalah untuk mengatur kehidupan atau 

huhungan pcrgaulnn hi<lup dalam masyarnkat haik nntara orang yang :mtu l!cngan 

yang lain, antara orang dengan Negara dan mengatur hubungan antara lembaga 

Negara yang ada tcrmasuk fungsinya secara k~seluruhan. 

Penghargaan, pcnghormatan, scrta pcrlindungan hak asasi . manusiu (HAM) 

adalah hat amat penting yang tidak mengcnal ruang dan waktu. Sejak tonggak awal 

HAM mclalui Magna Charla tahun 1215, yang merupakan reaksi alas kcsewenang­

wenangan Raja John dari Kerajaan ln.ggris, hinggaUndang-Undang Nomor 39 Talmn 

1999 tcntang HAM dan Undun~-Undang omor 26 Tahun 2000 tcntang Pcngadilan 

HAM di Indonesia. 

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bcrsama baik di dunia 

intemasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak 

sudah selayaknya menjadi pcrhatian utama bagi masyarakat dan pcmcrintah. Saat ini, 

sangat banyak kondisi · ideal yang dipcrlukan untuk mc_lindungi hak-hak am1k 

Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh ncgara, dalam hal ini Pcmcrintah 

Republik Indonesia Kegagalan berbagai pranata sosial dalam mcnjalankan fungsinya 

ikut menjadi penyebab terjadinya hal tcrsebut. 

Anak adalah titipan Allah SWT, sctiap orang tua mendambakan alas anugrah 

scorang anak dalam pcmikahannya. Landasan rohani mcnyatakan bahwa manusia 

sejak lahir telah menyandang kekalifahan di atas dunia, maka keberlanjutan umat 

manusia dimulai dari seorang anak. Anak bagaikan lembaran putih di dunia, hitam 

dam putih lembaran itu pcranan orang tua sangatlah mcnentukan. Dalam konsep 
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Minangkabau dinyatakan bahwa; "anak dipangku kcmcnakan dibimbing", cxprcsi ini 

mcnyatakan pcrhatian terhadap seorang anak bukan saja perhatian orang tua tetapi 

mcnjadi pcrhatian Mamak, atau masyarakat Nagari. 

Dari dahulu hingga saat ini mayoritas rakyat Indonesia masih mengikatkan diri 

baik sccara langsung maupun tidak langsung tcrhadap kctenluan hukum adat. lni juga 

tclah ditcgaskan olch Negara scbagaimana yang tcdapat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 

45 tcntang adanya suatu pengakuan terhadap keberadaan hukum adat . Dalam hal ini 

bukan bcrarti peraturan perundangan dapat dikesampingkan sepanjang tidak 

bcrtcntangan dengan ketentuan yang lcbih tinggi. 

Peraturan daerah/ Pcrda jikalau kita perhatikan dalam ketentuan lJU No 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-Undangan mcnyatakan 

bahwa betapa pentingnya keberadaan Peraturan Daerah/ Perda dalam hirarkhi 

Pcrundangan. Maka dengan itu dalam sctiap rencana kegiatan pcrancangan Peraturan 

dacrah diberikan kewajiban untuk membuat Naskah Akademik demi k~jelasan dalam 

sebuah analisis perturan perundangan . 

Naskah Akademik tentang Perlindungan Anak merupakan suatu kcwajiban 

kita untuk melihat dari scgi ilmiah yang tcrsusun secara Sistematis, mctodologis dan 

konsisten. Dari tatanan akademik/ ilmiah anak merupakan tunas, potcnsi, dan gcncrasi 

muda penerus cita cita perjuangan Bangsa. Anak mempunyai peran yang sangat 

strategis dalam menjalani kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa 

dcpan. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas 

lusanya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental 

maupun sosial dan berakhlak mulia. 

Konsep Negara Kcmakmuran ( Welfare Stale), anak merupakan asset suatu 

Negara, Bapak Negara Soekarno pernah bcrorasi bahwa kita sebagai bangsa 
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mcmiliki kckuatan yang bcsar, ia mengandaikan dipi1tjamkan scpuluh orang pcmuda 

maka akan dipcrintahkan memindahkan Gunung Semcru, demikianlah ungkapan 

Sockamo menghormati Sumbcr daya anak bangsa. Dalam falsafah Minangkabau juga 

mempcrhatikan nasib anak bangsa scperti diungkapkan (maaf kalau bahasa tidak 

tepat); "yang buta penghembus suluh, yang pekak penumbuk lasung, "jadi mcnurut 

kami tidak ada komponen anak bangsa yang tidak berdaya, hanya kcmampuan ncgara 

untuk membcrdayakannya itu yang menjadi perhatian dan akses kcpada mercka. 

Untuk itu kebijakan pcnyclenggara I negara me~jadi sangat pcnting 

Scbagai asset bangsa maka kita wajib mclindungi keberadaan scorang anak. 

Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, dalam Preambule , Alinea kc 4 sccara tersurat 

jclas dinyatakan Negara aktif melindungi warga ncgara, dalam hal ini termasuk juga 

anak. Oleh karena itu anak dapat perlindungan hukum sebagai hak warga negara dari 

scgala macam tindakan yang mcrugikan terhadap diri anak sccara hukum baik secara 

pidana, pcrdata maupun hukum negara. Perlindungan Hukum mempunyai beberapa 

aspck yaitu perlindungan hukum prcvcntif, prcmemtif dan rcprcprcsif. Dalam hal ini 

kita dapat mengkaji konscp perlindungan hukum dominan dilakukan oleh ncgara 

scbagai organisasi kekuasaan, dan konscp partisipasi/ peran yaitu organisasi yang 

bukan mengatasnamakan ncgara. 

Hukum Negara yang bcrlaku positif juga berdampingan dcngan Hukum 

Kcbiasaan yang dikcnal dcngan hukum Adat. 

Dalam Konvensi Hak Anak (Child Right Convention ) pasal 52 mcncgaskan 

bahwa harus dilakukan upaya pcncegahan agar anak tcrhindar dari pcnculikan, 

pcnycludupan dan pcnjualan. Dalam upaya pemerintah untu mcnindak lanjuti 

Konvcnsi Hak Anak dan turut scrta dalam mclakukan kcjahatan tcrhadap anak, maka 

1 M. lrfan lslnmi, l'rin.tip-Prinsip Perumu.van Kebijalcsanan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal I 
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Pcmcrintah mcnctapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tcntang Pcrlindung:m 

Anak scbagai instrnmcnt Nasional dari program aksi Nasional dalam mcmbahas 

implcmcntasi hak anak mcnyangut Pcrlindungan i\nak. 

Dalam Pasal 59 Undang-un<lung Nomor 23 Tahun 2002 bcrbunyi : 

"Pcmcrintah dan Lcmbaga Negara lainya berkcwajiban dan bcrtanggungjawab 

untuk mcmbcrikan pcrlindungan khusus kcpada anak dalam situasi darurat, anak yang 

bcrhadapan dcngan hukum, anak dari kclompok minoritas, <lan tcrisolasi, anak 

tcrcksploitasi sccara ckonomi clan atau scksual, anak yang dipcrdagangkan, anak yang 

mcnjadi korban pcnyalahgunaan Narkotika,alcohol, psikotropiku, <lan :t..al aditif lainya/ 

napza, anak korban kckcrasan baik Jisik dan/ mental anak yang mcnyan<lang cacat, 

dan anak korban pcrlakuan salah dan pcnclantaran" 

Scdangan dalam Pasal 68 UU No 23 Tahun 2002 dalam ayat ( 1) : 

"pcrlindungan khusus bagi anak korban pcnculikan, pcnjualan, <lan 

Pcrdagangan anak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan mclalui upaya 

pcngawasan pcrlindungan, pcmccgahan, pcrawatan dan rchabilitasi olch Pcmcrintah 

dan Masyarakat. 

Ayat (2) " St:tiap orang dilara11g mc1wmputkan, mc111biarka11, mclakukan, 

mcnyuruh mclakukan, atau tumt scrta mclakukan pcnculikan, pcnjualan, atau 

pcr<lagangan scbagaimana dimaksu<l dalam ayal ( l ). 

B. IDENTIFIKASJ MASALAH 

Ada bcbcrapa masalah dalam hal pcrlindungan anak di Sumatcra Baral yaitu: 

1. Tcrjadinya pclanggaran hak-hak anak dalam kuantitas yang mcngkhawatirkan di 

Sumatcra Barat. 
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2. Bclurn adanya pcngaturan yang bcrsifol implcmcntatif untuk mclindungi hak-hak 

anak di Sumatcra Barut. 

C. TUJUAN l>AN KEGUNAAN 

1. Tujuan 

Pcnclitian dan pcnyusunan Na-;kah Akadcmik tcntang pcrlindungan anak 

bcrtujuan untuk mcmbcri acuan hagi pcnyusunan Ranpcrda Propinsi Sumalcra 

Barnt tcntang pcrlindungan anak. 

2. Kcgunaan 

Tcrscdi:mya satu naskah akc.lcn,ik ra11pcrda propinsi Sumalcra Baral Tcntang 

Pcrlindungan anak scsuai <lcngan jangka waktu yang Lelah ditctapkan. 

D. METODE PENELITIAN 

1. Tipologi Pcnclitian 

Mcnurut sifatnya, pcnclitian ini dapat digolongkan kc dalmn jcnis pcnclitian 

dcskriptif analitis. Pcnclitiun ini mcmbnhas <lan mcngkaji pcrlin<lungan anak di 

scluruh wilayah Propinsi Sumatcra Barat. Hasil kajian tcrscbut mcnjadi bahan 

masukan tcrhadap pcmbcntukan rancangan peraturan <lacrah tcntang 

pcrlindungan anak. Kcmudian, pcndckatan yang <ligunakan dalam pcnclitian ini 

dapat dibagi kc dalam 2 (dua) pcndckatan, yailu pcndckatan hukum normalif dan 

pcndckatm1 hukum cmpiris. 

2. Data dan Sumbcr D.ata 

Scpcrti yang tclah diuraikan di atas, pendckatan yang digunakan dalmn pcnclitian 

ini mcnggunakan 2 (dua) pcndcbtan. yaitu pcn<lckatan hukum nonnatif dan 

pcn<fokatan hukum cmpiris. Schagaimunu <likctahui, data utmna dalam pcnclilian 
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hukum normatif adalah data primer, scdangkan data utama dalam pcnclitian 

hukum cmpiris a<lalah data sckundcr. Dcngan dcmikian, data yang dipcrlukan 

dala111 p1:11ditia11 i11i, 111clip11ti: 

Data primer yang dipcrlukan dalam pcnclifom ini bcrupa infonnasi yang tcrkait 

dcngan pcrlindungan anak di Propinsi Sumatcra Barnt. Mctodc sampling yang 

digunakan dalam pcnclitian ini adalah purposive sampling. Adapun komposisi 

rcsponden dalam penelitian ini, ditctapkan sebagai berikut: 

Tabcl l 

Komposisi Rcspondcn Pcnclitian 

No. Komponcn .Jumlah 

1. orang 

2. orang 

'---------------------------------------
2. orang 

- --4. orang 

.Jumlah total orang 

2) Data Sckundcr 

Data sckundcr dalam pcnditian ini bcrupa pcraturan pcrundang-undangan yang 

tcrkait dcngan fokus kajian pcnclitian. Sclain itu, litcratur-litcratur yang 

mcmbahas pcrlindungan anak, hasil-hasil pcnclitian, dan dokumcn-dokumcn 
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lainnya yang terkait dcngan pcnditian ini, juga mcnjadi data sckundcr dalam 

pcnclitian. Bcrikut bahan hukum primer yang dibutuhkan <lalam pcnclitian ini: 

a. Undang-Undung Nomor 6 Tahun 1974 tcntang Kctcntuan-kctcntuan Pokok 

Kcscjahtcraan Sosial (Lcmbaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan 

Lcmbaran Negara Nomor 3039); 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tcntang Kcscjahtcraan Anak 

(Lembaran Negara Tahun J 979 Nomor 32, Tambahan Lcmbaran Negara 

Nomor 3243); 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 1992 tcntang Kcschatan (Lcmbarun Negara 

Tahun 1992 Nomor 100, Tmnbahan Lcmburan Negara Nomor 3495); 

d. Undang- Undang Nomor 3 Talmn 1997 tentang Pcngadilan Anak (Lcmbaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3668); 

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahtu1 1999 tcntang Pengcsahan Konvcnsi ILO 

138 Mengcnai Usia Minimum Untuk Dipcrbolehkan Bckcrja (Lcmbaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lcmharan Negara Nomor 3835); 

C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tcntang lfak Azasi Manusia 

(Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3886); 

g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lcmbaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3887); 

h. Undang-Undang Nomor l Tahun 2000 tcntang Pcngesahan Konvcnsi ILO 182 

tcntang Pclarangan dan Tindakan Segala Pcnghapusan Bcnluk-bentuk 

Pckerjaan Tcrburuk untuk Anak (Lcmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, 

Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3941 ); 
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1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tcntang Pcngadilan Hak Asasi 

manusia (Lcmbaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lcmbaran 

Negara Nomor 4026 ); 

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tcntang Pcrlindungan Anak 

(Lcmbaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4235); 

k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tcntang Penyiaran (Lcmbaran Negara 

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4252 ); 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tcntang Kctcnagakci:jmm (Lcmbaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4279); 

m. Undang-Undang Nomor 20 Talmn 2003 tcnlang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lcmbaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Negara 

Nomor 4301); 

n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kckerasan 

Dulam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan 

Lcmbaran Negara Nomor 4419); 

o. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmcrintah Dacrah 

(Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara 

Nomor 4437); jo. lJnd,mg-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Pcnctapan 

Pcraturan Pcmcrintah Pcngganli Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tcntang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 

Pcmcrintahun Dacrah Mcnjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Talmn 

2005 Nomor l 08, Tan1buhan Lcmbaran Negara Nomor 4548); 

p. Undang-Undang Nomor 21/2007 tcntang Pcmbcrantasan TPPO 
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q. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 2 Tahun 1988 tcntang Usaha Kcscjahtcraan 

Anak Bagi Yung Mcmpunyai Masalah (Lcmbaran Negara Tahun 1988 Nomor 

20, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3367); 

r. Kcputusan Prcsidcn Nomor 59 Tahun 2002 tcntang Rcncana Aksi Nasional 

Pcnghapusan I3cnluk-bcntuk Pckerjaan Tcrburuk Untuk Anak; 

s. Kcputusan Prcsidcn Nomor 87 Tahun 2002 tcntang Rcncana Aksi Nasional 

Pcnghapusan Eksploitasi Scksual Komcrsial J\nak; 

t. Kcputusan Prcsidcn Nomor 88 Tahun 2002 tcntang Rcncana Aksi Nasional 

Pcnghapusan Pcrdagangan Pcrcmpuan dun Anak (Trafiking); 

u. Kcputusan Prcsidcn Nomor 77 tahun 2004 tcntang Komisi Pcrlindungan Anak 

I ndoncsia; 

3. Instrumcn Pcngumpulan Data 

lJntuk 1111:mpcrokh ,lata primer dari rcspondcn, pcncliti:111 ini akan mcmakai 

mctodc wawancara semi-slr11ct11recl. Dalam tcknisnya, pcrtanyaan-pcrtanyaan 

yang tclah tcrstruktur dipcrsiapkan tcrlcbih dahulu, kcmudian satu-pcrsatu 

dipcrdalam dcngan mcngorck kctcrangan lcbih lanjut dari rcspondcn (Arikunto, 

1991: l 83). Pcngumpulan data dari rcspondcn ini dilakukan dcngan tckhnik focus 

group discussion (FGD). Untuk mcndapatkan data sekundcr dilakukan dcngan 

cara studi dokumen. Dalam studi dokumcn, data dipcrolch mclalui penclusuran isi 

<lokumcn dan dikclompokkan kc dalam konscp-konsep pokok scbagaimana 

tcrdapat dalam pcrumusan masalah. 
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4. Pcngolahan dan Analisis Data 

Pcnclitian ini ak:an mcnggunakun tcknik atau metodc pcngolahun dan analisis data 

kualitatif. Uraian kcgiatan pcngolahan dan analisisnya mcliputi: (I) rcduksi duta, 

(2) pcnycdcrhanaan clan pcnyajian d:.ita dun (3) vcrifikasi basil pcnclitian scrta 

pcnarikan kcsimpuhm. Kcgiatan analisis data dilakukan sccara simultan dcngan 

proses pcngolahan data, bahkan tclah dimulai scjak awal pcngumpulan data. Alur 

kcgiat.an analisis data pcnclitian iui mcngikuti komponcn-komponcn analisis data 

model intcraktif (comp01w11l <!f data ana(vsis: interactive model) dcngan alur 

scbagai bcrikut (Huberman dan Miles, 1994: 429). 

lfagan l 

Alur analisis data kualitatif model intcraktif 

data display 

conclusions: 
drawing/verifying 

Model analisis scpcrti ini dimaksudkan untuk mcmungkinkan pcneliti 

dapat kcmbali kc (bcrintcraksi dcngan) tahapan scbclumnya (awal) walaupun 

sudah bcrada pa<la tahap kcsimpulan, jika data yang tcrkumpul dirasa masih 

kurang mcmadai unluk pcngambilan kesimpulan. 
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BAH II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 

A. KA.HAN TEORITIS 

Seminar pcrlindungan anak/rcmaja yang diadakan olch prayuana pusat tanggal 30 Mei 

1977 mcnghasilkan 2 pcrumusan tcntang pcrlindungan anak yaitu: 

1. Segala daya dan upaya yang dilakukan sccara sadar olch sctiap orang maupun 

lcmbaga pcmcrintah dan swasta yang bcrtujuan mcngusahakan pcngamanan, 

pcnguasaan, pcmcnuhan kescjahtcraan fisik, mental dan sosial anak dan rcmaja 

yang scsuai dengan kepenting .. m dan hak ac;asinya. 

2. Segala daya upaya bcrsama yang dilakukan sccara sadar olch pcrscorangan, 

kcluarga., masyarakat, badan-badan pcmcrintah dan swasla untuk pcngamanan, 

pcngadaan, dan pcmcnuhan kcscjahtcraan rohaniah dan jasmaniah anak bcrusia 0 

- 21 tahun, tidak dan bclum pcmah menikah, scsuai dcngan hak asasinya dan 

kcpcntingannya agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin.2 Dua 

rumusan diatas mcnunjukkan luasnya cakupan pcrlindungan anak baik upaya 

pcnccgahan, rchabilitasi maupun pcmbcrdayaan tcrhadap anak yang mcngalan1i 

tin<lak pcrlakuan yang salah (child abuse). Schubungun <lcngan ini, Abdul I [akim 

Garuda Nusantara mcnyalakan: 

"Masalah pcrlindungun hukum bagi anak-anak mcrupakan salah satu sisi 

pcndckatan untuk mclindungi anak-anak lndoncsia. Masalahnya tidak semata­

mata bisa didckati sccara yuridis, tapi pcrlu pcndckatan lcbih luas yaitu 

ckonomi, sosial dan budaya."3 

2 h ma Sctyowali Soi..:milro, Aspek II11k11m i'aliml1111ga11 i111ak. Bumi J\ksara, Jakarta, l 990, hal 14. 
3 

,\ hlul l lakim Garuda Nus,mtara, Prospek J>erlind11nga11 Anak., makalah si..:minur Pcrlindungan J\nak, Jakm1a, 1986, hal 22. 
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Sckaitan dcngan ha) ini pcrlu dikclahui siapakah yang dimaksud dcngan anak? Sccam 

umum dapat dikatakan bahwa anak mcrupakan manusia yang bclum dcwasa. Mcnurut 

Zakaria Alunad Al Barry, orang yang dcwasa adalah cukup wnur untuk bcrkcturunan 

dan muncul tanda laki-laki dcwasa untuk putra, rnuncul tanda-tanda wanita dcwasa 

pada putri. Inilah dcwasa yang wajar yang biasanya sctclah anak putra bcrumur 12 

tahun dun putri sudah bcrumur 9 tahun. Kalau sudah mclcwati usia tcrscbut diatas, 

tcmyata bclum nampak tanda-tanda yang mcnunjukkan bahwa yang bcrsangkutan 

tclah dcwasa, maka harus ditunggu sampai ia bcrumur 15 tahun.4 Scdang Zakiah 

Dcntjal mcngatakan bahwa mcngcnai batas usia anak-anak dan dcwasa bcrda.sarkan 

pada usia remaja adalah masa usia antara 13 tahun sampai 21 tahun. Dimana anak­

anak mcngalami pcrtumbuhan yang ccpat discgala bidang dan mcrcka bukan lagi 

anak-anak, baik untuk badan, sikap, cara berfikir, cara bertindak, tetapi mcrcka bukan 

pula orang dcwasa. 5 Pcndapat dua sarjana diatas <lilatar bclak,mgi olch pandangan 

ajaran Islam. Mcnurut hukum adat ukuran dcwasa bukanlah dari umur tctapi 

kccakapan untuk bckcrja dan mclakukan tindakan-tindakan yang disyaratkan dal::un 

hidup bcrmasyarakat." ScJanjutnya dapal pula dikutip pcndapat Hilman Hadikusuma 

yang mcnyatakan bahwa mcnarik batas antara bclum dewasa dan sudaJ1 dcwasa tidak 

pcrlu dipcrmasalahkan karena pada kcnyataannya walaupn orang belum dcwasa, 

namun ia tclah dapat mclakukan pcrbuntan hukum, misalnya anak yang bclum dcwasa 

tclah mclakukan jual bcli, bcr<lagang dan scbagainya, walaupun ia bclum bcrwcnang 

kawin.7 

,. 
.~· 

B. KA.HAN TERHADAP ASAS-ASAS 

4 Zakaria Ahmad Al Barry, 1/ukum AnCJk Dalam lslm11, Bulan Binlang, Jakarta, tanpa lahun; hal 114. 
5 Zakiah Dcrujat, Kcschatan Mental. Inti ldayu Press, Jakarta .. 1983, hal 181. 
c, Irma Sctyowati, op cit, hal 19. 
7 Maulana llasan Wadong, Pcngantar Advokasai dan l111k11m l'nlindung;m Anak, Gnuuncdia Willia Sarana Indonesia, 
Jnkarlll, 2000, hal 27. 
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l. Anak tidak dapat mclindungi diri scndiri. 

Salah satu asas yang digunakan dalam pcrlindungan anak adulah bahwa anak tidak 

dapat mclindungi scndiri hak-haknya. Sebagai faktor utama dalam kelangsungan 

hidup manusia, kcluarga, bangsa clan negara, anak dipcngaruhi olch banyak pihak. 

Karena itu orang tua, masyarakat dan ncgara harus mengusahakan pcrlindungan 

hak-hak anak agur tidak tcrjadi pclanggaran tcrhadap hak-hak tcrscbut. 

2. Kepcntingan tcrbaik anak. 

Dalam pcrlindungan anak, apa yang mcnjadi kcpcntingan tcrbaik hagi sang anak, 

haruslah mcnjadi prioritas tcrtinggi. Sctiap pcngambilan kcputusan yang 

mcnyangkut anak harus bcrpcgang pada prinsip ini. 

3. Siklus daur kchidupan. 

Sctiap upaya pcrlindungan anak haruslah mcngacu pada daur kchidupan anak. 

Arlinya pcrlin<lungan harus dibunyikan sccara konsistcn mcngikuti tahap-tahap 

pcrkcmbangan anak sqjak masih bcrupa janin sampai mclcwati usia anak. 

4. Asas lintas scktoral. 

Bcrbagai pcrsoalan anak, scpcrti kcmiskinan, kckurangan pcndidikan, 

pcnclantaran tidak dapat diatasi hanya olch satu orang ntau satu keluarga s~ja 

mdainkm1 mcmbutuhkan banyak orang pa<la banyak tingkalan. Arlinya 

pcnanganan itu mcstilah bcrsifat lintas scktoral. 

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTlK PENYELENGGARAAN, KOND1SI YANG 

ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DlH.ADAJ>l MASY ARAKAT 

Oalam praktck, pcrlin<lungan tcrhadap anak didasarkan pada bcrbagai pcraluran 

pcrundang-undangan yang mcngatur pcrlindungan tcrha<lap kcpcntingan anak sccara 
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scktoral. Dalam bcrbagai pcrundang-undangan itu tcrdapat pula pcrbc<laan dalam 

mcndclinisikan anak. Un<lang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tcntang Kcscjahtcraan 

Anak mcnyatakan bahwa yang climaksud ._inak adalah scscorang yang bclum mcncapai 

umur 21 tahun clan bclum pcmah kawin. Scdangkan mcnurut Kitab Undang-lJndang 

Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dcngan anak yang belum dcwasa adalah yang 

bclum bcnunur 16 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 35, 45, 46 dan 47 KUHP yang 

sudah dihapuskan dcngan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 Tcntang Pcnga<lilan Anak. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Un<lang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 

dimaksud dcngan anak adalah orang dalam pcrkara anak nakal yang tclah mcncapai 

umur dclapan tahun, tetapi bclum mcncapai umur 18 tahun dan bclum pcrnah 

mcnikah. 

Dalam hukum pcrdata juga dirumuskan pcngerlian orang yang bclum dcwasa. 

Pasal 330 KUH Pcrdata mcnyatakan orang yang bclum dcwasa adalah mcreka yang 

belum mcncapai umur gcnap 21 tahun dan tidak lcbih dahulu tclah kawin. Sclanjutnya 

Undang-Undang No. t Tahun 2000 Tcntang Ratilikasi Konvcnsi, mcngcnai 

pclamngan dan tindakan scgcra untuk pcnghapusan bcntuk-bcntuk pckcrjaan tcrburuk 

untuk anak pada Pasal 2 mcnyebutkan : istilah anak bcrarti scmua orang yang 

dipcrbolehkan bckcrja yang bcrumur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Namun 

dcrnikian pcrundang-undangan nasional dipcrbolchkan mcngatur mcmpcrkcrjakan 

orang bcrusia 13 sampai 15 tahun dalam pckcrjaan ringan yang (a) tidak bcrbahaya 

bagi kcschatan dan pcrkcmbangan mcrcka. (b) tidak mcngganggu kchadiran mcrcka 

dalam mcngikuti pclajaran di sckolah, rncngikuti oricntasi kcjuruan atau proram 

latihan yang disctujui olch pcmcrintah yang bcrwcnang. 

Dalam prnktck kcscjahtcrnnn dan pcrlindungan anak pcmbuatan kcbijakan dan 

program yang tcrkait <lcngan kcscjabtcrnan anak mcngacu paga undang-undangn No. 
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4 Tahun 1979. Scdangkan yang bcrkaitan dcngan pcrlindungan ruiak mcngacu pacla 

undang-undang No. 23 Tahun 2002. Dcngan calalan kritcria tcntang usia anak tidak 

sama ru1tara dua undang-undang ini. Dcmikian pula halnya unluk pcrlindungan anak 

dibidang lain. Instruksi Mcntcri Dalam Ncgcri Tahun 1999 rnisalnya, mcnyatakan 

buhwa pckerja anak adalah anak yang berusia dibawah 15 tahun yang sudah 

mclakukan pckcrjaan bcrat dan bcrbahaya. Pckcrjaan ini olch lnstruksi Mcndagri 

tcrscbut dipandang sebagai hal yang dapat mcngganggu proses tumbuh kcmbang 

anak. Sclanjutnya dapat pula dilihat batasan usia anak dalam pclaksanaan w~jib 

belttjar yang diatur dalam Instruksi Prcsidcn Tahun 1994 dan Pcratumn Pcmerintah 

No. 28 Tahun 1990. Dalam aturan-aturan ini dinyatakan bahwa wajib bclajar adalah 

gcrakan nasional yang disclcnggarakan discluruh Indonesia bagi warga ncgaru 

Indonesia yang bcrusia 7 tnhun - 15 tahun. 

Seema normatif, hak anak dipandang scbagai salah satu hak yang sangat 

fundamental. Demikian pcntingnya hak anak schingga UU No. 39 Tahun 1999 

Tcntang Hak Asasi Manusia mencmpatkan hak ini sebagai satu hak asac;i manusia 

(yang dilindungi oleh hukum positif), disamping scmbilan jcnis hak asasi manusia 

lainnya yang diatur dalam UU tcrscbut. Hal ini tcrkait dcngan Pasal 5 ayat (3) UU No. 

39 Tahun 1999 yang mcnyatakan, "sctiap orang yang tcrmasuk kelompok masyarakat 

yang rcntan bcrhak mcmpcrolch pcrlakuan dan pcrlindungan lebih bcrkcnaan dengan 

kckhususannya". Siapa yang dimaksud dcngan kclompok masyarakat yang rcntan? 

Pcnjclasan pasal tcrscbut mcnyatakan, " ... kclompok masyarakat yang rcntan antara 

lain adalah onmg lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan pcnyandang 

cacat". Jadi, unak mcrupakan salah satu kclompok masyarakat yang rcntan sehingga 

Jibcri pcrlakuan dan pcrlindungan lchih. 
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Untuk mcrcalisir pcrlakuan dan pcrlindungan kbih itu, UU ini telah 

mcncmpatkan hak anak scbagai salah sutu jcnis hak asasi munusia. Sclanjutnya lclah 

dibcntuk pula UU No. 23 Tahun 2002 Tcntang Pcrlindungan Anak. Datum UU yang 

tcrakhir ini diatur sccara khusus dan komprchcnsi f macam-macam hak anak dan 

pcrlindungan yang dibcrikan olch ncgara dan pcmcrintah tcrhadap hak-hak tcrscbut. 

Tctapi, bcrbcda dcngan gagasan normatif yang dituangkan mclului pcrUUan 

diatas, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hak-hak anak masih jauh dari 

tcrlin<lungi. Laporan pcnclitian Pusat Pembcrdayaan Pcrcmpuan Uncs Padang 

Tcntang Kcscjahteraan dan Pcrlindungan Anak di Propinsi Sumatcra Baral yang 

dilaksanakan tahun 2002 mcnunjukkan bahwa hak-hak anak bclum tcrlindungi scsuai 

dcngan kctentuan undang-undang. Pcnclitian yang dilakukan dcngan sampcl Kota 

Padang, Kota Solak. Kota Bukittinggi, Kab. Pcsisir Sela.tan, Kab 50. Kota, Sawah 

Lunto Sijunjung dan Kab. Kcpulauan Mcntawai itu mcngidcntifikasi pclanggaran hak 

anak dalam bcntuk : a) tidak tcrpcnuhinya hak pcndidikun bagi anak. b) tidak 

tcrpcnuhinya hak anak untuk mcndapatkan kcschatan yang layak. c) tcrdapatnya 

pcrsoalan kcs~jahtcraan anak bcrupa anak tcrlantar, anak jalanan, pckc1::ja anak, anak 

cacat, anak yang mc11dapat pcrlakuan kckcrnsan dan pckcrja scks unak. 

Sckarang ini, scpuluh tahun kcmudian, pclanggaran hak-hak anak bukannya 

mcnurun tctapi mcningkat dcngan drastis. Pengamatan dilapangan mcnunjukkan 

bahwa tcrdapat pcningkatan jumlah anak jalanan yang luar biasa. Tcramati 

pcningkatan jumlah pengcmis yang mcnjadikan anak-anak scbagai umpan untuk 

mcndapatkan wclas asih. Tcrdapatnya anak-anak cacat yang dijadikan "jualan" orang 

tuanya untuk mcndapatkan scdckuh dipasar-pasar dan scbagainya. Scmuanya ini 

tcramati dcngan jclas dalam kcscharian kota-kota di Sumatcra Barut. 
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Pada saat ini pcmcrintah Propinsi Sumatcra l3arat mclakukan Rckapitulasi data 

Pcnyandang Masalah Kcscjahtcraan SosiaJ ( PMKS ) yang dikcluarkan olch dinas 

Sosial Propinsi Sumatcra Barut tahun 2010 tcrlihat jclas hahwa ada cnain katcgori 

pcnyandang masalah kcscjahtcraan Anuk yaitu: 

l. Anak balita tcrlantar 

2. Anak tcrlantar 

3. Anak yang tcrkena tindak kckcrasan 

4. Anak nakal 

5. Anak jalanan 

6. Anak pcnyandang cacat/ pcnyakit kronis ( lihat table dibawah ini ) 
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Dari data yang tcrdapat di Dinas social Sumabar limn 20 l O ( data diatas ) 

~ 

maka tcrlihal jclas bahwa kola Padang dan l'csisir Sclatan mcrupakan dacrah yang 

dikatcgorikan mcnominasi bcntu kcnakalan dan anak tcrlantar. 

't)ilihat dari scgi pcrundang-undangan hal ini tcrja<li karcna undang undang 

pcrlindungan anak tidak tcrimplcmcntasi <lcngan baik di lapangan. Ada ruang dan 

I 

cclah yang tcrdapat dalam UU tcrscbut yang mcsti diisi dcngan pcngaturan yang lcbih 

inci dan lcbih implcmcntatif ditingkat dacrah schagai satuan pcmcrintahan yang lcbih 

dckat dengan masyarakat. 

UU No. 12 Tatum 2004 Tcntang Pcmcrintahan Dacrah mcmpcrkcnalkan 

pranata "Concurrent power" dalam pcnyclenggaraan urusan pcmcrintahan. Dcngan 

pr:::mata ini, diluar urusan yang mcrupakan kcwcngan pcmcrintah pusat, urusan-urusan 

pcmcrintah pada tiap bidang urnsan diurus sccara bcrsama olch pusat dan dacrah. 

Artinya pada tiap bidang urusan pcmcrintahan ada bagian yang mcrupakan urusan 

pusat dan ada bagian yang mcrupakan urusan dacrah. Dcmikiun pula halnya dcngan 

pcrlindungan anak. Disamping pcngaturan olch pusal, urusan ini scsuai dcngan 

prinsip concurrct power tcrscbut dapat pula diatur dan diurus olch pcmcrintah daerah. 

Kcnyataan-kcnyataan ::,;osiologis yang diuraikan <.liatas mcnunjukkan bahwa 

pcngaturan pcrsoalan ini pada tingkat dacrah sudah mcrupakan suatu conditio sine 

qua non dalam mcnyclcnggarakan pcrlindungan tcrhadap anak. 
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BAHJII 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

A. ANALISA 

Kajian akadcmis produk pcraturan dalam ha! ini tcrmasuk Peraturan Dacrah 

haruslah mcmcnuhi syarat materlil dan syarat formil 8yaitu;. 

a. Syarat fom1il yailu bcrkaitan dcngan kcwcnangan lcmbaga pcmhual pcraturan; 

hcntuk formal pcraturan, kcabsahan bcrlakunya pcraturan . 

b. Syarat matcril yaitu hcrkaitan dcngan 

tqj uanpcmbcntukan pcraturnn; 

matcri muatan peraturan, 

Syarat fonnil dan syarul matcril tcrscbut tclah dijclaskan kcmbali olch 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan Pcraturnn J>crundang­

undangan. Kcwcnangan pcmbcntukan Pcralurnn dacrah tclah dijclaskan dalam Pasal 7 

yakni: 

(1) Jcnis clan hicrarki Pcraturan Pcrundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kctctapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat; 

c. Un<lang-Undang /Pcraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang-Undang; 

d. Pcraturan Pemcrintah; 

c. Pcraturan Prcsidcn; 

f. Pcraturan Dacrah Provinsi; dan 

g. Pcraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

8 Dclinfantc., /\0. Hukum Adminlstrosi Negara, hal 72. Uh.it Juga Ridwan, Hukum Administrasi Negara. 
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(2) Kckualan hukum Pcraturan Pcnmdang-undangan scsuai dcngan hicrarki 

' scb~aimana dimaksud pacla ayal ( J ). 

Dari pasal tcrscbut dapat dilihat pcraturan dacrah tcrmnsuk katcgori pcraturan 

lcrtulb · yang ada di Indonesia. Dan kcwcnangan lcmbaga9 yang mcmbcntuknya 
' 

dijcl_askan dalam pasaJ l 36, ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 lcntang 

Pcmcrintahan Dacrah mcnyatukan; "Pcraturan dacrah ditctapkan kcpala dacrah 

sctclah mcndapat pcrsctujuan DPRD." 

Syarat matcril peraturan dacrah dapal dilihat didalam pasal 136 ayat (2), 

(3),(4) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Dacrah junto 

pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan Peraturan 

Pcrundang-undangan bcrbunyi; 

"Matcri muatan Peraturan Dacrah Provinsi clan Pcraturan Dacrah 

Kabupatcn/Kota bcrisi matcri muatan <lalam rangka pcnyclcnggaman olonomi dacrah 

dan tngas pcmbantuan scrta mcnampung konc.lisi khusus dacrah dan/atau pcnjabaran 

lebih lanjut Pcraturan Perundangundangan yang lcbih tinggi." 

Scd,mgkan subtansi matcril dari bahan pcraturan pcrundang-undangan yung 

diatur olch pcraturan <lacrah sccara khusus / lex jpesialis adalah Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 tcntang Pcrlindm1gan Anak sedangkan pcngaturan yang tidak 

khusus mcngatur tcntang pcrlindungan anak alau pcngaturan tcrkait mcngcnai 

pcrlindungan Anak adalah sebagai bcrikut: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tcntang Kctcntuan-kctcntuan Pokok 

Kcscjahtcraan Sosial (Lcmbaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan 

Lcmbaran Ncgma Nomor 3039); 

9 Sarman dun Mohammad Taufik Makaro, Jlukum Pemerintahan Daerah Ji Indonesia, hal 219, Rincka Cipta, 
Jakartu, 2G 12 
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b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kcscjahteraan Anak (Lcmbaran 

Negara Talmo 1979 Nomor 32, Tmnbahan Lembaran Negara Nomor 3243); 
' 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan (Lembaran Negara 

Tah~n 1992 Nomor 100, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3495); 

d. Und:mg- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tcntang Pcngadilan Anak (Lcmbaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3668); 

e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tcntang Pcngcsahan Konvcnsi ILO 138 

Mcngcnai Usia Minimum Untuk Dipcrbolchkan l3ckci:ja (Lcmbaran Negara Tahun 

1999 Nomor 56, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3835); 

t: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tcntang I Iak Azasi Manusia (Lcmbaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 

g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); 

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 lentang Pcngesahan Konvcnsi lLO 182 

tcntang Pclarangan dan Tindakan Segala Pcnghapusan l3cntuk-bcntuk Pckcrjaan 

Tcrburuk untuk Anak (Lcmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan 

Lcmbaran Negara Nomor 3941 ); 

1. lJndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tcnlang Pengadilan llak Asasi manusia 

(Lcmharan Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 

4026); 

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tcntang Pcrlindungan Anak (Lcmbaran 

Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tamhahan Lcmharan Negara Nomor 4235); 

k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lcmbaran Negara Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4252); 
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I. Undang-Un<lang Nomor I 3 Tahun 2003 tentang Ketcnagakcrjmm (Lcmbaran 

Ncgata Talmn 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4279); 

m. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lcnlang Sistcm Pcndidikan Nasional 

(Lcrnbaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 

4301); 

n. Undang-lJndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pcnghapusan Kckcrasan Dalam 

Rumah Tangga (Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan I .crnbaran 

Ncgai·a Nomor 4419); 

o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmcrintah Dacrah (Lcmbaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4437); jo. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Pcnctapan Pcmturan Pemcrintah 

Pcngganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tcntang Pcrubalmn Undang­

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Daerah Menjadi Undang­

Um.lang (Lcmbaran Negara Tahun 2005 Nomor LOS, Tambahan Lcmbaran Negara 

Nomor 4548); 

p. Undang-Undang Nomor 21/2007 tcntang Pembcrantasan TPPO 

q. Pcraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kcscjahtcraan Anak 

Bagi Yang Mcmpunyai Masalah (Lcmbaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, 

Tambahan Lcmbaran Negara Nornor 3367); 

r. Kcputusan Prcsidcn Nomor 59 Tahun 2002 tcntang Rcncana Aksi Nasional 

Pcnghapusan Bcntuk-bcntuk Pekc1jaan Terburuk Untuk Anak; 

s. Kcputusan Prcsidcn Nomor 87 Tahun 2002 tcntang Rcncana Aksi Nasional 

Pcnghapusan Eksploilasi Scksual Komcrsial Anak; 

t. Kcputusan Prcsidcn Nomor 88 Tahun 2002 tcntang Rcncana Aksi Nasional 

Pcnghapusan Pcrdagangan Pcrcmpuan dan Anak (Trafiking); 

23 



u. Kcputusan Prcsidcn Nomor 77 lahun 2004 lcntang Komisi Pcrlindungan Anak 

Indonesia; 

Subtansi pcraturan dacrah yang akan dibuat dapat dari muatan local dan 

karaktcristil local , dalam hal ini yang bcrkaitan dcngan bahan sumbcr hukum tidak 

tcrtulis adalah adat dan ada-istiadat, pcngaturan ini mcrupakan kcwenangan pilihan 

(regulatmy) yaitu kcwcnangan yang bcrdasarkan karatcristik local dapat dilihat dulam 

pasal 13 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tcntang Pcmcrintahan Dacrah, junto 

pasal 18 B ayal Undang-urn.fang Dasar 1945 mcnyalakan ; 

Negara mcngakui dan mcnghormati kcsatuan-kcsatuan masyarakat adat bcrscrla 

hak-hak tradisionalnya scpanjang masih hidup dan scsuai dcngan pcrkcmbangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang. 

Bcrsasarkan hal tcrscbut maka subtansi Pcraturan Oacrah dapat bcrsumbcr dari 

Adat sctcmpat dalam hal ini adalah Hukum Adat Minangkabau. Karena kcwenangan 

mcngatur tcrscbut disampaikan olch Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tcntang 

Pcmcrintahan Dacrah. 

B. PEMBAHASAN 

Pcrsinggungan peraturan dacrah dcngan pcraturan lebih tinggi sccara hiratkis 

tidak ada bcrimplikasi negative karcna pcraturan dacrah yang dibuat bukanlah pcraturan 

yang bcrtcntangan dcngan pcraturan yang lebih tingggi dan bcrsifat regulat01y 

/kcwcnangan pengaturan tidak banyak bcrsinggungan dcngan areal obligatori/kcharusan 

yang tclah dibuat sccara produktif olch pcraturan lcbih tinggi. 

Kcwcnagan mcngatur (rcgulory) yang bcnnualan yang sifatnya visi, supervise, 

incentive, kcbijakan, stratcgi, pclcmbagaan, kcpatuhan dan kcpatutan dikcnal juga dcngan 
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s<?fi law. Olch karcna ilu pcrsinggungan p~rnluran public yang hcrsi fot mcmaksa dan 

kcpcnlingan dan hak privat sangat dihindarkan, tctapi dapat diatur hak privat scpcrti hak 

pcngasuhan anak sccata ham1onis discsuaikan dengan kebijakan pcmerintahan, dan 

sanksi yang dibcrikan buklan bcrsifat pcnghukuman (hard laws), tctapi kcpatuhan dan 

kcpatutan. 

Peruturan yang bcmmatan regulatory dalam ilmu hukum disebut scbagai 

Be/eidrege/ /peraturan kebijakan yang bcrisikan beberapa tindakan udministrasi 

(freermesen) yang bcrasal dari kepatutan (equity). Disamping aspek lcgalitas juga 

mcnjadi pcrhutia.n pcraturan tcrsebut dalam pembuatannya. Misalnya pclarangan media 

mcnayangkan kontcn kckcrasan <lan pomografi. Scbenarnya mcrupakan tindakan 

(freermesen) tcrhadap kcpatutan pcrkcmbangan pisikologi anak. Dan pclarangan pckc~ja 

anak rnerupakan kcpatutan (equity) dari hak anak untuk mcmperolch masa dcpan dun 

pcndidikan yang Jayak. Hal-hal dcmikian yang mcnjadi topic pcmbahasan dalam 

pcraturan dacrah yang akan dibcntuk disamping isu-isu lain tcntang pcrlindungan anak 

yang dapat diakomodir dalam pcraturan daerah yang akan dibcntuk tcrscbut. 
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BABIV 

LANDASAN FJLOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

A. LANDASAN FILOSOFJS 

Konscp Negara Hukum, mcnghcndaki pcrlindungan hukum aktif kcpada Warga 

Negara secara garis bcsar kita mclakukan pcnghormatan tcrhadap hak azasi mmmsia. 

Konsep Negara hukum mclctakkan hukum scbagai supremasi dalam penyclenggarnan 

Negara Sccara falsafah Negara, Preambule Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, 

pada alinea ke 4, seeara cksplisit mcnyatakan bahwa Negara atau dalam hal ini 

pcmerintah bertugas melindungi warga Negara. 10 Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia 

secara tidak ekspJjsit menyatakan Konsep Negara Kemakmunm (Welfare State), tetapi 

secara idc dasar/ Konsep Negara Kcmakmuran tclah mcnjadi Cila-cita Negara yaitu 

bcrlujuan untuk kcmakmuran rakyat. Dan kcmakmuran scbagai cita-cila Negara dapat 

diWltjutkan hanya dalam scbuah Negara hukum, scperli ungkapan Konstitusi UUD 1945 

dalam alinea Kc 4 Prcambulc; 

"Kcmudian duripada itu untuk membcntuk Suatu Pemerintahan Negara Indonesia 

yang mclindungi scgenap bangsa Indonesia dan scluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kescjahtcraan umum, mcnccrdaskan kchidupan 

bangsa ....... (didasari). .. "Kctuhanan Yang Maha Esa, Kcmanusian yang adil dun 

beradap, Pcrsaluan Indonesia dan Kcrakyatan yang dipimpin oleh hikmat kcbijaksanaan 

dalam Pcrmusyawarntan/pcrwakilan <lan Kcadilan social bagi scluruh rakyat Indonesia" 

10 Sistcm Pcrlindungan Hukum adalah suatu ajanm/konscp tcnlang bngaimana pclaksanaan perlindungan hukum di tengah­
lengah ma:;yarakal, pcrlindungan hukum sccara uktifdilakukan olch Negara, sooangkan perlindungan hukum pasifdilakukan 
olch partisan (non govemwwe). Sccara garis bcsar system pcrlindungan hukum menjclaskan tentang kapan dimulai 
bcrlakunya pcrlindungan hukum dan untuk tujuan npa pcrlindungan hukum tcrscbut dilakukDn. Olah karcna itu dikcnallah 
system pcrlindungan hukum yang bersifat preventive. prcamtivc, dan rcprcsif. Kcalpaan Negara d1dam system perlindung.u1 
hukum, ak;.10 herakihut langsung pclang.guran 11AM. 
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Apabila kita bcrpcdoman pada konscp Negara Kemakmuran dan semangat yang 

dinyatakan kostitusi maka scluruh sumberdaya yang ada di Indonesia harus dikclola oleh 

Pcmcrintah Indonesia yaitu Sumbcr daya manusia (SOM), <lan sumbcr daya alam (SDA), 

scrta sumbcr daya kreatif (SDK) yang mana Sumbcr Daya yang ada pada Negara 

digunakan untuk mcncapai kcmakmuran Negara. Hal ini sangat rclcfan dengan 

pcrlindungan warga ncgara dalam hat ini adalah anak scbagai asset ncgara yang harus 

dipcrhatikan olch negara, walaupun sccara nyata dan batiniah dan matcri anak adalah 

asset orang tua. Anak sebagai calon warga ncgara yang baik (Good Citizen) dan bcrdaya 

guna bagi ncgara, olch karcna itu harus dipcrsiapkan untuk tujuan ncgara dan tujuan 

bcrncgara. 

Anak harus dilindungi karcna sangat rentan tcrhadap tindakan yang sifatnya 

spekulatif dan scsaat yang mcngukibalkan scorang anak tidak mcmpcrolch haknya sccara 

baik dan tcrlindungi dari pcrbuatan mclawan hukum. Apabila kita mcrujuk dad sisi 

kcadilan dan suprcmasi hukum bahwa terdapat kcdudukan yang sama di hadapan hukum, 

olch karcna itu anak harus dilindungi hak-haknya di hadapan hukum. 

Hak-hak anak sccara subtansi tclah dicantumkan clalam Undang-undang 

Pcrlindungan Anak dan sccara konscp pcrlindungan tcluh dinyatakan dcngan tcgas, scrta 

badan-badan yang mclakukan pcrlindungan hukum aktif dun pasiC Tclapi kasus-kusus 

pclanggaran tcrhadap hak-hak anak sering tcrjadi yang umumnya karcna masalah 

ckonomi kcluarga dan minimmya tingkat pcndidikan, budaya yang tidak mcndukung, 

scrta kurang kepcdulian social. Kriminalitas tcrhadap anak juga sccara kuantitas sering 

tcrjadi misalnya (maaf) kasus pcdopilia, pcnjualan manusia (trafficking), jual bcli organ 

dan lain-lain yang mana anak sebagai korban. 

27 



Apabila kita mcngkaji sccara konscp filosofi dalam ilmu hukum sosiologis 

(Sociological Yurisprudencc) bahwa hukum sebagai sarJna merckayasa social 11 berarti 

ada titik pcrsiuggungan yang tidak dapat tcrsentuh olch hukum, atau kcmungkinan hukum 

alpa menangani suatu pcrmasalahan social. Dalam hal ini Freedman, mcngajarkan 

tcntang system hukum yang diangap baik apabila komponen subtansi hukum, pcncgakan 

hukum dan budaya hukum baik. sistcm hukum scharusnya bcrhasil mcmbcrikan patron 

social schingga scluruh tindakan masyarakat scpcrli yang diinginkan olch cita-cila 

ncgara, tctapi kcnyataan-nya hal 1111 bclum bcrjalan dcngan baik. lnilah scbagai 

pekerjaan rumah besar yang hams disclesaikan oleh Hukum apabila kita mcnjunjung 

tinggi kea<lilan dan supremasi huf...-um. 

Kalau diruang pcrkuliahan kita mcnyalakan ada wilyah ahu-abu yang hclum 

lcrscnluh olch hukum yang ada dan jarang menjadi pcmikiran pcnyclcngara negara, 

ditingkat Pcrundang-undangan yaitu ilmu politik hukum 12 dilingkat pcraturan bawahan 

sccar.t hirakis yaitu wjlayaJ1 pcraturan yang didasari oJch freeermesen 13(tindakan 

administrative), kebijakan public dalan1 Hukum Administrasi Negara dinyata.kan scbagai 

bclcidrcgcls (pcraturan kcbijakan), dan Planing. Beleidregels dan planning dalam 

perlindungan hukum dimasukan dalam perlindungan hukum Premtff, scdangkan 

peraturan lainnya berada dalam wilayah Perlindungan hukum Prevent if dan Represif. 

Media beleidregels adalah kcbijukan, humaniora (udat-istiadat), incentive, visi, 

tcoritic, analytic dan media p/annin>( adalah patron social scrla slrategi yang harus 

dipcdomani oleh Hukum. Yang dapat mclakukan be/cidregel dan Planing adalah 

11 "law as a toll social engineering" diungkapkan olch R Pound scorang filsafat social di J\1m.-rika dcngan 1~jnran 
Sosiological forisprudence, di silir olch Socjono Sockamto, Sosiologi /111k11m lihal juga Sacipto Raharjo dalam l1engha11lar 
I/mu /111k11m 
12 l'olitik I lukum ilrnu haru dihidang hukum pcnngcmukanya lldalah " Daniel S L. Muhl\u.l MD, dan Kawan-lmwm1 .. bidung 
ini mcngcmukaknn bagaimana politik dan kcbijakan pcraturan mcnangani suatu fcnomcna di masyarukut. system hukum apa 
rang nkrut ccndrung dcngan haik di gunakan dun slcrusnya. 
3 l'hilipus M. J ladjon., ,id all, /'cngl1a11tar llukum tldmini.~tra.~i /11<lo11csia, Gajah Mada llnivcrsty Press. jol~yakurta, 1994, 

hal. IS2 
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pcmcrint~1h di dacrah /Pcmcrintah Dacrah karcna Pcmcrinlah Dacrah dibcrikan 

kcwena~1gan; untuk mcmbuat pcraturan dacrah clan pcraturan kcpala dacrah sccara 

Otonomi. 

H. LANDASAN SOSIOLOGIS 

_System Tatanan sosial (patron social .,ystem), anak pcrtama sctclah kclahiran 

dibawah dominasi/kctcrgantungan orangtua/ wali. Olch karcna itu nilai pcrlindungan dan 

hak anak bcrada dalam naungan orangtua/wali dalam kcluarga. Kcmudian sctclah usia 

sekolah anak berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan luar sckolah sehingga ru1ak 

berhubungan langsung dcngan institusi sosial dan institusi publik. Dominasi orang tua 

sedikit bcralih kepada sckolah scbagai institusi formal yang bcrhubungan dcngan Negara 

dun institusi social lainnya, scbagai su~jck hukwn anak pcrlu dilindungi oleh 

institusional tcrutama dalam hal ini adalah Negara karcna anak. berada pada pihak yang 

lemah sccara nilai dominasi (pcnguasaan) 

Ko'nscp tcoritis ilmu hukum sosial (sociological jurisprudence) dalam 

Pcrlindungan Anak dikaitkan dcngan konscp institusional/kclcmbagaan. Dalam ilmu ini 

diajarkan hukum scbagai pranala social (social engineering ) oleh karcna itu hukum 

harus mcnciptakan patron yang scsuai dcngan cita-cita social dan cita-cita Negara. 

Hukum mcrupakan pranata dalam kclcmbagaan social, ungkapan klasik ; ibi sosietie ubi 

ius dimana ada masyarakat disitu ada hukum dapat dipastikan ada hukum yang mengikat 

interaksi social tertcntu. Hukum scbagai pranata social merupakan das so/en (ideal) 

sedangkan intcraksi social adalah das sein (empiric), walaupun tak pemah di dalam 

kcnyataan tcrjadi kcharmonisan antara das so/en dan das sein, tctapi hukum tctap harus 

produktif dan proaktif dalam intcraksi social. 
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Dalam jlmu hukum dikcnal scbagai tcori legal .\yslem dinyatakan Freedman 

kcmudi~1 Nga Philip Nonct dan Philip Zcln_ic14 menyatak.an berfungsinya hukum 

dikarcnakan · bcrjalannya organ-organ hukum sccara pcristilahan dikcnal scbagai system 

hukum itu scndiri secara autonomy tanpa paksaan dan tckanan dalam talanan social dan 

tatanan Negara (kemudian dikenal sebahgai ajaran hukum responsive). Schingga hukum 

dapat mcmpcroleh supremasinya dan mcmpcroleh nilai terscndiri di masyarakat. 

Konsep kclembagaan/institusional mcrupakan dctcrminasi dari organic, bahwa 

scbuah kclembagaan memiliki pcrangkat/organ yang mcmbantu cksistcnsi kclcmbagaan 

tcrsebut. Dapat dicontohkan kasat mata, di rumah tangga lazimnya ayah scbagai pusat 

kegitalan kcluarga dan kemudian dibantu oleh ibu serta anak-anaknya. Lcmbaga keluarga 

dapat mcnetapkan peraturan-peraturan keluarga walaupun tidak tertuung dalam kcrtas 

tetapi menyesuaikan dcngan pcngetahuan dan pengalaman ataupun adaptasi terhadap 

lingkungan sclcmpat, scperti dilarang kcluar malam lewat jam 10 malum, dun larangan· 

larangan lainya yang dibuat keluarga menjadi peraturan kcluarga. Pcraturan Negara yang 

melidungi anak scpcrti pcmturan wajib bclajar, pcraturan kependudukan mangenai akt.a 

kclahiran dan sebagainya. 

Kaitan dcngan kcbcradaan anak di tcngah-lcngah masyarakal, dun cksistcnsi 

hukum maka Hukum yang dikenal sebagai pranatu social adalah Hukum Negara, Hukum 

Adat, dan loyalitas (aturan-aturan scsama / underground yang bcmilai negative di 

masyarakut grupis, anak pank, gcng motor, kelompok radikal dan kclompok ajaran 

agama scsat). Hukum yang dikenal dalam Hukum Negara dan Hukum Adat bcrjalan 

harmonis apabila adanya akses social tcrhadap pranata hukum tcrscbul, tctapi tcrkada,ng 

scbagian masyarakat tidak dapat akscs hukum yang jclas olch karcna itu hukum tidak 

akan muncul maka yang ada dipcrmukaan/ sanubari sebagian masyarakat schingga yang 

141'hilip Noncl dan l'hilip Zclnil:, I lukum Responsive 
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muncuJ adalah bcntuk loyalitas sebutlah contoh loyalitas kepada kclompok tcrtentu 

misalnya kelompok pengamcn, gcng motor yang mana mcrcka mclakukan aturan mcnurut 

apa yang mcrcku anggap bcnar. lni tcrjadi karcna akscs mcreka tak ditcrima o]ch hukum 

dulu dikcnal ke~mnpok marginal. Tctapi kami tidak sctuju dcngan istilah tcrscbut karcna 

mcrcka tidak Iagi sebagai kelompok yang dimarginalkan karena sudal1 mcnampakan 

aktifitas dan existensi yang jelas dan melakukan tindakan hukuni bebas/underwriting, 

kcpada kelompok masyamkat lainya dan ccndrung criminal. Kclompok yang praloyalitas 

ini tidak mcngcnal hukum yang baik ccndcrung mclawun hukum alau mclanggar norma 

kebiasaan contohnya (maat) melakukan phedodilia, jual bcli manusia, sex bcbas, napza 

dan pclanggamn hukum lainya. Kcgiatan dan kegilaan yang tidak pcroduktif tcrscbut 

melibatkan anak dan bahkan menjadi korban, di bcbcrapa Negara konflik menjadikan 

anak sebagai tameng hidup dan pembawa bom bunuh diri. lni lah sisi lain dari 

kclcmahan hukum dalam hal pcndistcribuisian pcrlindungan hukum. Tidakan tindakan 

yang negative oleh pnra·loyalitas ini dianggap benar oleh mereka seperti intimidasi dan 

tindakan criminal (maaf) sepcrti masalah narpza, pcncurian, jual bcli manusia clan sex 

bcbas. Sccara hukum diyatakan adanya pcrsamaan kcdudukan di hadapan hukum 

(equality before laws) juga sebagai subjck hukum dan warga negara, tetapi pcrlindungan 

hukum tidak merata sehingga tetap lcrjadi tindakan diluar hukum yang dilakukan 

disehagian kclompok masyarakat dan dianggap scbagai pcngccualian hukum itu sendiri 

(discrese). Olch karcna itu Hukum scbagai pranata social harus jclas dun mcmbcrikan 

batasan·batasan norma dan sanksi yang tcgas disamping dilandasi oJch tocri dan 

kcbijakan yang jclas. Subtansi Hukum haruslah dapat mcngakomodir kebutuhan hukum 

yang dinginkan masyarakat dan dikcnul dalam tatanan masyarakut. 

Nom1a yang bcrlaku dalam bcrncgara adalah Pancasila scbagai Staal 

Fundamental Norm, olch karcna itu nilai dari sctiap norma Pancasila dijadikan azas 
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dalam pcraturan pcrundang-undangan di Indonesia dismnping norma lain scpcrti norma 

social. Nom1a sosial yang bcrlaku dan cfcktif dalam system pcrlindungan anak secara 

scpsifik kami mcnyatakan Hukum Adat inilah karatcristik bangsa Indonesia, walaupun 

Norma Sosial tcrscbut sulit dihimpun dari scluruh Indonesia dalam pcraluran pcrundang­

undangan telapi sccara garis bcsar norma social/ adat di Indonesia tclah tcrwakili olch 

Norma bemegara yaitu Pancac;ila. Tetapi karateristik local dapat mcnjadi bahan dasar 

Norma pcmbuatan Pcraturan di Tingkat Pcraluran Dacrah dan Pcraturan Kcpala Darah 

C. LANDASAN YURIDIS. 

Kajian aspek hukum Perlindungan Anak adalah bagian dari upaya perlindungan 

hak azasi manusia. Scjumlah pcraturan yang ada di Indonesia telah mengakomudir dari 

system pcrlindungan hukum tersebut, baik praturan di tingkat Konstitusi, ditingkal 

Perundang-undangan dan pcraturan yang lcbih rendah yang dibuat olch pcmcrintah pusat. 

Tetapi sumbcr h.ukum lain yang dapat menjadi bah.an pcmbuatan norma dalam Pcraturan 

Dacrah ada yang bcrsumbcr dari norma masyarakat, pcndapat sarjana konvcnsi 

intcrnasional dan mckanismc hukum scndiri. 

Sumbcr hukum pcrundang-undangan bcrlaku positif bcrkaitan dcngan 

pcrlindungan anak. di Indonesia, diterapkan olch lcmbaga instasi dipusat scperti 

kcmcntrian pcndidikan, kemcntcrian dalam ncgcri, kcmcntrian agama, kemcntrian 

hukum, Kepolisian Rl dan kcmcntrian tcrkait. Dcmikian juga dinasi-dinas yang ada di 

daerah scperti dinas pcndidikan, dinas kependudukan, dinas tenaga kerja dan lain 

sebagainya. Sclain itu pcncrapan pcraturan dilaksanakan juga olch scbuah 

pcngawas indcpcndcn bentukan Negara yaitu Komisi Pcrlindungan Anak Indonesia. Ini 

mcmbuktikan sccara de facto pcmcrintah aktif mclakukan pcrlindungan hukum, tctapi 
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apakah cfcktif dan bcrkclanjutan ini lah yang menjadi pckcrjaan rumah lem.bnga-lembaga 

tcrsebut. 

Dad sisi Pcnerapan hukum Undang-undang Pcrlindungan Anak adalah bcrlaku 

sccara specialis yang mcnkoordinir tentang system pcrlindungan anak di Indonesia, 

scdangkan secara massive pcrlindungan anak tcrkait dengan bcberapa peraturan 

pcrundang-undangan yang bcrkaitan dcngan aspck pcrlindungan anak, contohnya 

lJn<lang-undang lcnlang Tenaga Kcrju, Undang-undang tcnlang Tim.luk Pi<lana 

Pcrdagangan Omng, Undang-undang tcntang Kcwarganegaraan. 

Azas yang digunakan dalam pcmbuatan Undang undang Nomor 23 tahun 2002 

tcntang Pcrlindw1gan Anak adalah: 

J. A:t..as Non Diskriminusi; 

2. Azas Kcpcntingan yang tcrbaik bagi Anak; 

3. Azas Hak untuk hi<lup, kclangsungan hidup dan pcrkembangan 

4. Azas Pcnghargaan tcrhadap pandangan/ Pcndapat Anak. 

Pcrlindungan Hukum efcktif dun aktif harus letup dilakukan olch Negara, dalam 

hal ini di daerah oleh karcna itu Pemcrintah Dacrah sebagai garda dcpan pcmerintahan 

didacrah harus melakukan perlindungan hukum aktif clan cfektif dengan kcwcnangan 

otonomi. Sccara real telah hanyak pcraturan Nasina1 yang mcngatur tcntang pcrlin<lungan 

anak tctapi masih ada pengaturan yang bertcrscntuh olch pemturan Nasional yaitu di areal 

kebijakan dan stratcgis. Olch Karena itu sccara keilmuan hukum tclah mcmenuhi syarat 

fonnil dan syarat matcril dalan1 pcmbuatan peraturan ditambah dcngan kondisi social dan 

filosolis sangat mendukung untuk munculnya Pcratumn Daerah propinsi Sumatcra Barat 

tcntang perlindungan Anak 
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HABY 

,JANGKAlJAN, ARAII Pl•:NGATllRAN, DAN IUJANG LIN(;KlJP 

MATER.I MUATAN 

A. ,JANGKAUAN 

.Jangkauan Pcraturan Daemh ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kcwenangan 

15Pcmcrintahan dacrah Propinsi Sumatcra Ba.rat, kcwenangan yang digunakan adalah 

kcwcnangan wajib (oligatory) dan kcwcnangan rncngatur (regulatory) yang tcrdapat 

dalam kewcnangan pasal 13 lJndang-undang Nomor 32 tahun 2004 tcntang Pcmcrintahan 

Dacrnh yailu kcwcnangan yang mcrupakan kcwcnangan wajib (obligatori) dun matcri 

mauatan dari Pcrda mcrupak.an kcwcnangan yang diatur olch pasal 14, Undang-undang 

nomor 12 tahun 2011 yang mcngatur tcntang muatan Pcraturan Dacrah yaitu bcrkaitan 

dengan pelaksanan otonomi dan tugas pcmbantuan. 

Matcri Pcrlindungan Anak sccara spcsifik tclah diatur olch UU nomor 23 tahun 

2002 tcntang Pcrlindungan Anak, tctapi muatan pcraturan Pcraturan Dacrah mcmjangkau 

kcpada Aturan Otonomi mcngcnai Pcrlindungan Anak tcrmasuk dalam jangkauan 

lingkup kchijakan dan planning. PcratW"an Dacrah Propinsi Sumatera Barat mcrupakan 

• peraturan yang mcnjangkµu kcbijakan dan pcngaturan di lintas kota dan kabupaten, 

• 
karcna secara mayoritas penduduk propinsi Sumatcra Ba.rat adalah masyarakat 

Minangkabau, olch karcna itu Pcraturan Dacrah dapat mcnjangkau lcmbaga 

kcmasyarakatan tcnnasuk adat dan norma bcrlaku dalam masyarakat. Jangkauan 

kclcmbagaan tcrscbut diupayakan mcningkatkan pcran lembaga lembaga masyarakat dan 

adat yang ada. Disamping matcri berkaitan dcngan aturan-aturan formil dapat juga 

15 lslilah lain wilayah kcwcnang,an adalah yurisdiksi 
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mcmuat kcbijakan dan aturan yang bcmuansa local 16scpc1ti pcngasuhan anak, dcngan 

konsep Minangkabau, "anak dipangku, kemenakan dihimbiang, orang kampuang 

ditenggang-tenggangkan" oleh karcna itu ada lembaga asih, asah dan asuh bagi anak, 

tanggung jawab untuk Rchidupan anak tidak didominasi orang tua tetapi juga dominasi 

oleh mamak ( disini bukan defenisi mamak bc1tali darah) kepada kemenakan dalam adat 

dikcnal istilah "kemenakan batali budf' olch karcna itu Budi masyarakat Sumatcra Barat 

diminla untuk mengasuh kcmcnakannya. 

B. ARAI-I PENGATURAN DAN RUNG LINGKUP 

Arah pengaturan dari Peraturan Dacrah Propinsi Swnatcra Barat, discsuaikan 

dcngan system pcrlindungan hukum yaitu pcrlindungan prcvcntif, prccmtif, rcprcsif. 

Sistem pcrlindungan hukum juga mcncrapkan mckanismc sanksi untuk mcwujutkan 

kcpatuhan terhadap hukum, sanksi yang digunakan adalah sanksi administrasi, dan 

sanksi pidana ringan. Yang mcnjadi tujuan dari pcraturan daemh adalah berada dalam 

wilayah kebijakan bukan wilayah penegakan hukum, oleh karena itu sanksi 

dijatuhkan bukanlah bertujuan untuk penghukuman (punishment) tetapi kepatutan 

(equity) 

C. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA 

HARAT 

Muatan Pcraturan Dacrah yang dapat dibagi-bagi dalam subtansi yailu: 

I. Kctcntuan Umum yang berisi defcnisi opcrasinal. 

2. Azas dan Tujuan Perlindungan anak. 

3. Tanggungjawab Negara dan Peran 

4. Pcmberdayaan Kclompok Social dan Penguasa Adat dalam Perlindungan Anak 

16 Aturan dan kaarifan local discbut scbagai folklore dan wisdomc 
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5. Tata Laksana Kelcmbagaan dan Koordinasi Lintas Kcwcnangan 

6. Arahan Kcbijakan Pelindungan Anak dan Pcmbinaan Anak Tclantar; 

7. A1-ahan dan Rcncana Stratcgis Pcningkatan Mutu Pcndidikan dan Sumbcr Daya 

Kreatif Anak dengan Lintas Kcwcnangan; 

8. Pembentukan Lembaga Supervise Kebijakan PerlindW1gan Anak Propinsi Sumatera 

Barat; 

9. Penyclcnggaraan Pendidikan Luar Sckolah scbagai Alternatif Bagi Anak dan 

Pcrcc_patan Pcndidikan bagi Anak Tclantar; 

10. Pcmbcntukan Lembaga Founding untuk Mcnghimpun Dana Pcnyclcngaraan 

Pcndidikan Anak dan Pcrcepatan Pendidikan Anak Tclantar; 

11. Pcmbentukan Lembaga Konscling Pcrkembangan Kepribadian Anak; 

12. Pcmuliaan Bagi Anak Tclantar dan Anak Y ,mg l3crasal Dari Orang Tuanya 

Bcrckonomi Lcmah Terhadap Akscs Pcndidikan Dan Kcschatan 

13. Wali Asuh dari Komponcn Anggota Masyarakat~ 

14. Larangan Pekerja Anak dan Wajib Bclajar; 

15. Pclarangan Media Mcnayangkan Program Yang Bcrnuansa Pornografi dan Kckcrasan 

Pada Jam Aktifitas Anak; 

16. Rchabilitasi Mental Anak Korban Kckerasan dan Anak Pccandu Napza 

17. Pelarangan Tindakan Kriminalisasi Anak Dalam Tindak Pidana Anak dan 

Pcmbcrilaan Medi.a; 

18. Pclarangan Orang Tua Mcnclantarkan Anak, dan Mcnyuruh Anak I3crkcrja di .lalan 

Raya dan Mcnistakan anak: 

19. Sanksi kepada Lembaga Pemerintahan 

Pcrlindungan terhadap anak. 

Yang Tidak Mclakukan Upaya 
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Sanksi yang dipnkai pada pcrlindungnn anak adalah sanksi administrasi dan sanksi 

pidana ringan, penerapan sanksi peraturan ini disesuaikan dcngan pasal 15, Undang­

undang Nomor 12 tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-undangan 

sebagai bcrikut; 

(I) Matcri muatan mcngcnai kctcntuan pidana hanya dapat dimuat dalan1: 

a. Undang-Undang; 

b. Pcraturan Daerah Provinsi; atau 

c. Pcraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Ketentuan pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bcrupa 

ancaman pidana kurungan paling lan1a 6 ( cnam) bulan atau pidana dcnda paling ban yak 

Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 

Olch karcna itu sanksi pidana dapat dijatuhkan dcngan sanksi scsum dcngan 

ketentuan tersebut. 
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A. KES1MPULAN 

llABVJ 

KESIMPULAN DAN SAllAN 

1. Pelangaran-pelanggran berkaitan dengan hak a.oak dan tindak criminal 

tcrhadap anak adalah mcrupakan hal yang mcresahkan musyarakat. sangat 

disayangkan pcrJn pemerintah dalam bidang perlindungan belum cfektif 

apalagi hcbcrapa system pcrlindungan yang ada bclum mampu mcnghindurkun 

pelanggaran-pclanggaran yang tcrjadi karcna scbagaian masyarakal lidak 

mempcroleh akscs perlindungan. Disamping itu pcmturan yang ada hanya 

bcrsifat normative tidak bcrada dalam lingkup kcbijakan <lan pcrcncanaan 

schingga pcrlindungun lumya partial ti<l,lk sporadic. dan tidak mclibatkan 

komponcn masyarakat yang bcrintcraksi dcngan anak. Schingga pclanggrun 

dan tindak criminal tcrhadap anak mcnjadi massive dan ditutup-tutupi oleh 

budaya olch fungsionaris masyarakat. 

2. Kebutuhan Pcmerint.ah Dacrah Propinsi Sumatcra Baral akan dibuatnya 

Peraturan Dacrah mengcnai Perlindungan Aoak sangat perlu sckali karena hat 

ini dapat ditinjau dari aspck kcwenangan, aspck lcgalit.as, dan aspck kcbutuhan 

sebagai aturan otonomi yang bersifat responsive. Peratumn daerah ini dibuat 

untuk mengak.omudir kondisi real dilapangan W1tuk dapat mcwujutkan 

supremasi dalam bidang pcrlindungan anak 
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B. SARAN 

1. Bahwa kiranya segcra dibuatkan ketcntuan daerah yang memberikan perlindungan 

bagi anak Nagari di Sumatera Barat sckaligus dapat mengangkat harkat dan 

mastabat anak sekaligus memberikan kejelasan bagi masa Deapan anak terscbut 

2. Bahwa dalam adat Minang Kabau tcrlihat jclas bahwa anak dipangku kamanakan 

dibimbiang mem~crian garansi kepada Pcmerintah Daerah bahwa secara komunal 

scluruh scndi tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin mcrupakan organ dalam 

masyarakat yang ikut bcrtanggungjawab, clan ini dcngan nyata harus dilibatkan 
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PERA TUR.AN DAER.AH PROVINS! SU MATERA BA RAT 

NO MOR .... T AHUN ..... 

TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNURSUMATERABARAT 

Menimbang a. bahwa anak mcrupakan amanah dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya 
mclckat harkat dan martabat sebagai manusia 
scutuhnya, scrta anak. sebagai twias bangsa 
merupakan generasi penerus cita cita 
perjuangan bangsa, mcmHiki pcran strategis, 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang 
mcnjamin kelangsungan eksistcnsi bangsa dan 
ncgnra pada masa dcpan, schingga anak perlu 
mendapat kesempatan seluas Juasnya untuk 
kclangsungan hidup, tumbuh dun bcrkcmbang 
sccara wajar, baik sccara fisik, mental, 
maupun sosial; 

b. bahwa di Provinsi Sumatera Barat masih 
tcrdapat banyak anak yang pcrlu mcndapat 
perlindungan dari berbagai bentuk tindak 
kckerasan, eksploitasi dan ketcrlantaran; 

c. bahwa ncgara, pemcrintah, masyarakat, 
kcluarga dan orang tua bcrkcwajiban scrta 
bcrtanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf 
a, b dan c di atas perlu dibentuk Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatcra Baral tcntang 
Perlindungan Anak; 

Dengan Pcrsetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SU MATERA BARA T 

dan 

GUBERNURSUMATERABARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan PERATIJRAN DAERAH TENTANG PERLINOUNGAN ANAK. 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan: 

1. Saluan Kcrja Pcrangkat Dacrah/Dinas yang sclanjutnya discbut 
SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai 
tugas mengclola anggaran dan barang daerah. 

2. Masyarakat adalah pcrseorangan, kcluarga, kclompok dan 
organisasi sosial dan/atau organisasi kcmasyarakatan. 

3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM 
adalah organisasi/lcmbaga yw1g <libcntuk olch anggota 
masyarakat warga negara RI secara sukarcla atas kehendak 
scndiri dan bcm1inat scrta bcrgcrak dibidang usaha 
kescjahteraan sosial yang ditctapkan oleh organisasi/lembaga 
sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya 
meningkatkan taraf hidup dan kcsejahtcraan masyarakat yang 
menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. 

4. Organisasi Sosial yang sclw,julnya disebut Orsos adalah 
lcmbaga/yayasan/pcrkumpulan sosial yang dibcntuk olch 
masyarakat baik bcrbadan hukum maupun tidak bcrbadan 
hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat 
dalam mclaksanakan usal1a Kesejahtcra,an Sosial (UKS). 

5. Perlindungan Anak adalah scgala kegiatan untuk mcnjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, 
cerdas,tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara 
optimal sesuai dcngan harkat dan martabat kcmanusiaan scrla 
mcndapat pcr\indungan dari kctcrl.mtaran, kckcrusan dan 
diskriminasi. 

6. Anak. adalah scseorang yang bclum bcrusia 18 (dclapan bclas) 
tahun, lcnnasuk anak yang masih dalam kundungan. 

7. Anak Bali ta adalah anak. yang berusia O sampai dengan 5 tahun, 
berada dalam tahap awal pcrkcmbangan manusia. 

8. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 
18 tahun. 

9. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpcnuhi kcbutuhan 
bimbingan mcnlal dan agama serla pclayanan sandang, pangan, 
papan, keschatan, pendidikan, fisik~ maupun sosial sccara wajar. 

10. Anak Yang Mcnjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak 
yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang 
membahayakan sccara fisik, mental dan sosial anak. 

11. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang 
mcmenuhi salah satu atau lcbih unsur-unsur pcrckrutan, 
pcngiriman, penycrahterimaan anak dengan menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, pcnculikan, 
penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi 



kcrentanan atau pcnjerntan hutang untuk tujuan dan atau 
berakibat mengeksploitasi anak. 

12. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam 
situasi dan kondisi yang mcmbahayakan dirinya scpcrti anak 
korban kerusuhan, anak yang mcnjadi pcngungsi, anak korban 
bencana alam dan anak dalam konflik bcrsenjata. 

13. Aoak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. 

14. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang 
hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat 
mengakses kebutuhan dasar. 

15. Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa 
dan ditipu untuk dipckerjakan olch orang tua atau orang lain 
dengan tidak dibayar atau dibayar. 

16. Anak Yang Tcrcksploitasi Seksual adalah penggunaan anak 
untuk tujuan scksualitas dcngan imbalan tunai atau dalwn 
bentuk lain antara anak, pembcli jasa seks, perantara atau agen 
clan pihak lain yang mempcrolch kcuntungan dari pcrdagangan 
seksualitas anak tersebut. 

17. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah 
anak yang mcmJcrila kclcrgunlungan lcrhadup NAl•ZA ym1g 
disebabkan olch penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan 
s~ndiri ataupun karcna dorongan alau paksaan orang lain. 

18. Anak Yang Menyandang Cacal adalah anak yang mengalami 
hambatan fisik dan/atau mental sehingga mcngganggu 
pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 

19. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat 
perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. , 

20. Anak Korban Tindak Kckcrasan adalah anak yang mcndapalkan 
perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial. 

21. Anak Nakai adalah anak yang berperilaku menyimpang dari 
norma-norma masyarakat, mcrugikan/membahayakan 
kesehatan/ keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan 
ketcrtiban masyarakat scrta kchidupan kcluarga dan atau 
masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang 
dapat dituntut hukum/pcngadilan. 

22. Pengangkatan Anak adalah mcngalihkan scorang anak dari 
lingkungan kekuasaan kcluarga orang tua yang 
sah/walinya/orang Jain yang bertanggung jawab atas pcrawatan, 
pendidikan dan pcmbesaran anak tcrsebut kcdalam lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan 
keputusan/penctapan pcngadilan negeri. 

23. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, 
perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, 
pemberian bautuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin 
tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, 
spiritual maupun sosial. 

24. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, kcluarga, 
masyarakat, pcmcrintah clan ncgara. 



25. Kewajiban Anak adalah scgala scsuatu yang harus dilaksanakan 
olch anak scsuai dcngan fungsi dan peran anak.. 

26. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA 
adalah wadah pcmbinaan dan pclayanan kcscjahtcraan anak baik 
milik pcmcrintah maupun masyarakat yang mclaksanukan 
kegiatan pcmenuhan kcbutuhan dasar dan pengernbangan anuk. 

27. Rumah Pcrlindungan Anak yang sclanjutnya disingkul RPJ\ 
adalah wadah pcmbinaan dan pclayanan kescjahtcraan anak 
jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan 
sosial, pemeliharaan, pcrawatan, pendidikan, dan kcschatan, 
bimbingan keterampilan guna meajamin agar anak tidak. 
melakukan aktivitas di jalanan schingga dapat tumbuh kcmbang 
secara wajar. 

28. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang sclanjutnya disingkat 
RPSA adalah unit pclayanan pcrlindungan anak korban tindak. 
kekerasan dan pcrdagangan anak. sebagai lanjutun dari 
penampungan sementara yang berfungsi memberikan 
pcrlindungan, pcmulihan, rchabilitasi, advokasi, dan rujukan. 

29. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat 
PSTPA adaJah wadah pembinaan dan pe]ayanan kcscjahteraan 
anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak rnempunyai 
kemauan dan kcmampuan scrta kcscmpatan dalam hal 
pcngasuhan anak, yang dimungkinkan untuk mcnyclcnggarakru1 
pelayanan kclompok bennain. 

30. Kelompok Bcrmain adalah wadah usaha kesejahteraan anak 
dengan mcngutamakan kcgiatan bermain clan menyelcnggarakan 
pendidikan pra sekolaJ1 bagi anak usia 3 tahun sampai dengan 
memasuki pendidikan dasar. 

31. Pelayanan Sosial Bagi Anak. adalah pclayanan fisik, mental dan 
sosial yang bcrtujuan membantu anak. agar dapat tumbuh dan 
berkembang sccara w~jar. 

32. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pclayanan sosial 
bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kcmampuan 
untuk memenuhi kcbutuhan anak. agar tumbuh k.embang secara 
wajar 

33. Usaha Kescjahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang 
terorganisasi ditujukan untuk mcnjamin tcrwujudnya 
kesejah(eraan anak. 

34. Profosi Pckcrjaan Sosial adalah suatu profosi yang didasarkan 
puda suatu kcrangka ilmu, nilai dun kctcran1pilan lcknis scrta 
dapat dijadikan wahana dalam pelak.sanaan usaha kesejahteraan 
sosial. 

35. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah 
dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 

36. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 
menjalankan kckuasaan asuh sebagai orang Lua terhadap anak.. 

37. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami istcri dan anaknya, alau ayah clan anaknya, alau ibu dan 
anaknya, atau kcluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai dcngan derajat ketiga. 



I3AI3 II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
l 

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 
bcrlandaskan Undang-Undang Oasar 1945 scrta prinsip-prinsip dasar 
Konvensi Hak Anak. 

Pasal 3 

Pcraturan Dacrah Propinsi Sumatcra Baral tcntang Pcrlindungan Anuk 
bertujuan: 

I. Melindungi anak dari tindakan,kcputusan dan kcbijakan yang 
mclanggar hak-hak anak. 

2. Memberikan tanggung jawab yang jclas kepada orang tua tcrhadap 
hak anak dan kcwajiban orang tua danPemcrintah Dacrah 

3. Memberikan Pcranan yang jelas terhadap Ninik Mamak terhadap 
kcmenakan yang dituangkan dalam pituah adat Anak dipangku 
Kamanakan dibimbiang 

4. Memberi pedoman dalam pembuatan kebjjakan dan strategi 
perlindungan anak. 

5. Menata struktur dan peran lembaga pemerintahan dan non 
pernerintahan di propinsi Sumatera Barat dalam upaya pcrlindungan 
anak 

6. Memberi pedoman terhadap peran pemcrintah daerah,masyarakat, 
orang tua dan pihak-pihak lain yang bcrsinggungan dengan 
kepentingan anak. 

BAB Ill 

HAK DAN KEW AJIBAN ANAK 

Pasal 4 

Setiap anak berhak : 

a. untuk dapat hidup, tumbuh, bcrkcmbang dan bcrpartisipasi secara wajar 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari tindak kekcrasan, eksploitasi dan keterlantaran; 

b. atas suatu nama scbagai idcntitas diri dan status kcwargancgaraan; 
c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua; 
d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh olch orang tuanya 

scndiri; 
e. memperoleh pelayanan kesehatan; 
f. mernperoJeh pendidikan dan pcngajaran sesum dcngan minat dan 

bakatnya; 



g. menyatakan dan didcngar pcndapatnya; 
h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri; 
1. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 

pelibatan dalam sengketa bersenjata, pclibatan dalam kerusuhan sosial, 
pelibatan dalam peristiwa yang mcngandung unsur kckenisan, pelibatan 
dalam peperangan, sasaran pcnganiayaan, pcnyiksaan atau penjatuhan 
hukwnan yang tidak manusiawi dan pclibatan anak dalam bentuk-bentuk 
pekerjaanterburuk;dan 

J. mcmpcrolch hak-hak Jainnya sesuai dcngan pcraturan pcrundang­
undangan. 

Pasnl S 

Setiap anak bcrkewajiban untuk : 

a. mcnghonnati orang tua, Wali dan guru; 

b. mcncintai kcluarga, masyarakat dan mcnyayangi leman; 

c. mcncintai tanah air, bangsa dan ncgara; 

d~ menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan 

c. melaksanakan ctika dan akhlak yang mufia. 

f. mentaati segala kctcntuan yang dianggap dapat merusak anak 

danmasa depanya 

BABIV 

TANGGUNG JAW AB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH 

Pwml6 

Pemerintah Propinsi, pemerintah kota dan kabupaten bertanggungjawab 
mclaksanakatl pcrlindungan anak sccara aktif scsuai pcraturan pcrundang­
undangan yang berlaku 

Pasal 7 

Masyurakat, kclompok-kclompok masyarakat, dan masyarakat hukum adat 
berpcran mensukseskan perlindungan anak, scsuai dcngan pcraturan pcrundan­
undangan yang berlaku. 



BABY 

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK 

Pasal 8 

(1) Perlindungan anak menjunjung tinggi nilai Universal yang dicantumkan dalam 
Konvcnsi Anak schingga batasan brokrusi tidak botch rncnghambat upaya 
perlindW1gan anak sebagai personal atau social. 

(2) Perlindungan Hukum terhadap anak dilakukan scsuai Hukum dan Peraturan yang 
bcrlaku di Indonesia. 

Pasal 9 

Pcrlindungan anak dilakukan dalam bentuk upaya upaya prevcntif dan rcprcsif 

Pasal 10 

J>crlindungan anak sccara minimum WJjib disclcnggrakw1 orang tu~ wali, 
pcmerintah daerah, dan melibatkan peran masyarakat dan adat Minang Kabau 

Pasal 11 

Harmonisasi peraturan dan kcwenangan pemerintahan lintas pcmcrintah kola 
dan pemcrintah kabupaten dalam upaya perlindungan anak diselenggarakan 
oleh pemcrintah propinsi. 

BABY 

TINDAKAN PERLINDUNGAN ANAK 

Pasal 12 

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos,Niniak Mamak, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang 
serta masyara.kat, dan keluarga bcrkewajiban memberi perJindungan anak bagi anak 
dalam kandW1gan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 

(1) Pcmcrintah Dacrah, LSM/Orsos, masyarakat dan kcluarga bcrkcwajiban mcmbcri 
perlindungan terhadap anak balita scsuai dcngan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perlindungan anak bagi anak balila mcliputi : · 



a. pemberian makanan bcrgizi dan Imunisasi dasar yang lengkap; · 
b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program 

Pcndidikan anak usia dini scrta 1,,TJ"atis; 
c. tempat bermain dan penitipan anak; 
d. program anak asuh;dan 
c. akte kelahiran. 

(3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial 
Tuman Pcnitipan Anak (PSTPA) dan Kclompok Bcrmain. 

(4) PSTPA dan/atau Kclompok Ucm1ain scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. telah mcndapat rckomcndasi dari SKPD Propinsi / Kabupalcn/Kota dan 
terdaftar/ adanya legalitas yangjelas 

b. mcmiliki Sumbcr Daya Manusia dan sumbcr dana yang mcmadai untuk 
mengclola PSTPA dan/atau Kclompok Bcrmain; dan 

c. mcmiliki sarana dan prasarana scsuai dcngan Pcdoman Pclayanan di 
PSTPA dan/atau Kelompok Bermoin. 

Pasal 14 

Bentuk penyelengaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan 
dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, 
bimbingan belajar, bimbingan kcpribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, 
rekrcasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan. 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban 
memberi perJindungan anak bagi anak usia sekoJah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Perlindungan anak bagi anak usia sckolah mcliputi : 
a. mendapat perhatian clan kasih sayang dari orang Tua dan 

keluarga; 
b. mendapat bimbingan agama; 
c. mendapat pelayanan dan kebutuhan gizi untuk mcningkatkan 

sumberdaya manusia ; 
d. mendapat perlakuan khusus dalam menggunakan fasilitas umum 

dan kendaraan umwn 
e. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rchabilitasi 

kesehatan sccara gratis; 
f. mendapat pendidikan wajib bclajar 9 (scmbiJan) tahun dan dapal 

menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh 
lingkungan yang ramah dan kondusif; 

g. program bca sisw dan bantuan lainya yang tidak mcngikat ; 
h. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan 
i. penyediaan tcmpat bermain dan bcrolah raga yang mcmadai. 

(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia 
sekolah dari tindakan kekerasan dan bentuk lainya dilingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarak.at. 



Pasal 10 

(l) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi 
pcrlindungan tcrhadap anak lcrlanlar scsuai dcngan pcraluran pcrundang­
undangan. 

(2) Pcrlindungan anak bagi anak tcrlantar yang orang tunnya tidak mcmpunyai 
kcmampuan dan kemauan mcmelihara anak. dilaksanakan melahii bentuk 
pclayanan Panti dan non Panti atau bentuk lainya 

(3) Ilcntuk pclayannn Panti scbagaimana dimaksud ayat (2) diluksanakan olch 
Rwnah Perlindungan Anak. (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik 
milik Pcmerintah Daerah maupun masyarakat. 

(4) Bentuk pelayanan Non Panti atau bentuk lainya scbagaimana dimaksud ayat (2) 
dilak.sanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk 
lembaga. 

(5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat(3) harus 
memcnuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan tcrdaftar di 
Dinas; 

b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumbcr dana yang memadai 
untuk mengeJoJa RPA dan PSAA; 

c. memiliki sarana dan prasar~a yang telah ditentukan dalam Pedoman 
Pelayanan RP A dan PSAA. 

Pasal 11 

(1) Pemerintah Daerah, Pencgak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat 
berkewajiban serta bcrtanggungjawab rnernberi perlindungan bagi anak 
yang mcmcrlukan perlindungan khusus. 

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diberikan 
kcpada anak dalam situasi darurat, anak yang bcrhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas 'dan terisolasi, anak yang dicksploitasi secara 
ekonomi dan/atau scksual, anak yang dipcrdagangkan, anak yang mcnjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan z.at adiktif 
lainnya (NAPZA), anak korban pcnculikan, penjualan, perdagangan, anak 
korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, 
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

Pasal 12 

( l) Pcrlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan 
penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan 
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan 
rehabilitasi oleh Pemerintah Dacrah dan Masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pcncegahan terjadinya 
perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pcmerintah 
Daerah bcrsama sama dcngan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 
masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah­
langkah berupa: 



a. dilakukannya pcngawasan yang bcrsifat preventif maupun represif 
dalarn upaya melaksanakan tindakan pencegahan clan 
penghapusan perdagangan anak; 

b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, 
pcnanggulangan dun pcnghnpusan pruktck-praktck pcrdagangan 
anak; 

c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara 
lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum 
bilateral maupun multilateral, yang dilakukan mclalui pcrtukamn 
informasi, kerjasama pcnanggulangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang mclakukan kcgiatan 
pcrdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). 

Pasal 13 

(1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) berhak memperolch 
perawatan dan rehubilitasi baik fisik, psikis maupun sosial. 

(2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana 
anak dimaksud dalam Pasal t 2 ayat (I) dilaksanakan mclalui 
Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga 
perlindungan anak lainnya, mclalui rujukan dari lcmbaga 
pemerintah maupun masyarakat. 

(3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, 
layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, 
manajemen kasus, tcrapi scsuai kcbutuhan, layanan konseling, 
bantuan hukum, kcgiatan rckrcatif cdukatif, rujukan kcpada layanan 
lainnya sesuai kebutuhan. 

Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib 
melindungi anak korban tindak kckcrasan. 

(2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan 
secara tcrpadu olch Pemerintah Dacrah, Kcpolisian, Masyarakat, 
LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang 
ditetapkan olch Gubcrnur. 

Pnsal 15 

( 1) Sctiap am,k korhan tindak kckcrnsan scbagaimuna <limaksud dalmn 
Pasal I 4 ayat ( 1) mcmperoJeh pelayanan rchabilitasi baik fisik, 
psikis maupun sosial yang diselcnggarakan olch wadah 
scbagaimana dimaksud Pusal 14 ayat (2). 

(2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu 
pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pclayanan 
kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif 



edukatif dan pcmbcrdayaan orang tua Anak Korban Tindak 
Kekerasan. 

(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan 
kekerasan tcrhadap anak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1). 

Pasal 16 

(1) Pcmerintah Dacrah, ma<;yarakat, kcluarga dan orang tua wnjib 
melindungi anak dalam situasi darurat. 

(2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 
bcrupa pemenuhan kcbutuhan dasar ynng lcrdiri utus pclayanan 
sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kcsehatan, 
konscling psikolog. bantuan hukum. kegiatan rckrcatif dun 
edukatif. 

Pasal 17 

( 1) Perlindungan khusus bagi anak yang bcrhadapan dcngan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l ayat (2) meliputi anak 
ynng bcrkonflik dcngan hukum dan anak korban tindnk pidana, 
merupakan kcwajiban clan tanggung jawab Pemerintah Daerah, 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, kcluarga dan 
masyarakat. 

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dcngan 
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
melalui: 

a. pcrlakuun alas anak sccam manusiawi scsuai dcngan martabat dun 
hak·hak anak; 

b. penyediaan pctugas pcndamping khusus anak scjak dini; 
c. penyediaan sarana clan prasarana khusus; 
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 

anak; 
e. pemantauan dan pcncatatan terus menerus terhadap perkembangan 

anak yang berhadapan dengan hukum; 
f. pemberian jaminan untuk mcmpcrtahankan hubungan dcngan 

orang tua atau keluarga; dan 
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi. 

(3) Perlindungan khusus bagi anak. yang mcnjadi korban tindak. 
pidana scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan mclalui 

a. upaya rehabilitasi baik dalam lcmbaga maupun di luar lcmbaga; 
b. upaya perlindungan dari pcmberitaan idcntitas melalui media 

massa dan untuk mcnghindari labelisasi; 
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi 

ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 



d. pcmbcrian akscsihililas untuk mcn<lapulkan informasi mcngcnai 
perkembangnn perkara. 

Pasal 18 

(I) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, 
orang tua, keluarga dan masyarakat. 

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan melalui : 

a. pcnyebarluasan dan/atau sosialisasi pcraturan pcrundang­
undungan yang hcrkaitan dcngun pcrlindungan unuk; 

b. pcmuntauan, pclaporan dun pcmbcriun sw1ksi; dnn 
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, seriknt 

pckcrja, LSM dan masyamkat dalam pcnghapusw1 ckploilasi 
terhadap anak. 

(3) Setiap orang dan/atau pihak. manapun dilarang melakukan 
eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak scbagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1 ). 

Pasal 19 

(I) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minorilas dan 
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan 
melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati 
budayanya sendiri, mengakui dan mclaksanakan ajaran agamanya 
sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri. 

(2) Setiap orang dan/alau pihak manapun dilarang mcnghalang-halangi 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) unluk menikmati 
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, 
dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses 
pembangunan masyarakat dan budaya. 

Pasal 20 

( 1) Perlindungan khusus bagi annk yang mcnjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (NAPZA) scbugaimana dimuksud dalrun PasoJ 11 ayat (2), 
dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan 
melalui upaya pcngawasan, pencegahan, pcrawatan, dan rehabilitasi 
oleh Pemerintah Dacmh clan masyarakat. 

(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak 
dalam pcnyalnhgunann, produksi dM distribusi NAPZA 
sebagaimana dimaksud ayat (1 ). 



mcmberitahukan hal tersebut kcpada pcnuntut umum, tcrsangka atau 
keluarganya; 

1. mengadak.an tindakan lain mcnurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 

BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis 
pelaksanaannya ditetapkan tebih lanjut oleh Gubemur. 

Pasal32 

Balas waktu penetapan Pcraturan Gubcmur dan/atau Kcpulusan Gubcmur paling 
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal33 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngum.Jangan Pcrnturan Dacrah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Barat. 

Diundangkan di Padang 
i:,ada tan~al .............•.. 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

SUMA TERA BARAT, 

ttd 

................................... 

Oilclapkan di ... .. 
pada tanggal ..... . 

GUBERNUR SUMA TERA BARA T, 

ttd 

............. , 

LEMBARAN DAERAH PROVINS I SU MATERA BARAT TAHUN ..... NOMOR 


